WALIKOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 040/008/HK-KS/1/2013

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

Menimbang

Mengingat

o 1.

. bahwa

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA

:a. bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan
Publik yang  berkaitan dengan  penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau  penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik;

.bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor

14 Tahpn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap
Badan [Publik guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan
sederhana dalam hal penyediaan informasi publik yang dapat
diakses|oleh setiap pengguna informasi publik, perlu menunjuk
Pejabat| Pengelola Informasi dan Dokumentas1 (PPID) yang
dibanty oleh Pejabat Fungsional, -

na menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor: 167/M.KOMINFO/03/2011 tanggal
31 Maret 2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi serta Instruksi Gubernur
Kalimanjtan Timur Nomor: 188.2/8612/Diskominfo tanggal
1 Oktgber 2012 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur, perlu mengangkat
Pejabat'Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID
Pembantu) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam
Keputusan Walikota.

Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tcntang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan sebagai Undang-
IIndano (1 emharan Namara Tahitn 10RO Namae 7N Macabiabloaa



10.

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D

Nomor 3);

. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda
(Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2011 Nomor 8);

. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008
Nomor 12) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kota Samarinda (Lemburan Daerah Kota Samarinda
Tahun 2012 Nomor ©);






